JAB Vol.3 No.02, Desember 2017 ISSN: 2502-3497

CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP MANDATORY DISCLOSURE IMPLEMENTASI
KONVERGENSI IFRS

Ismunawan’
Eko Triyanto™
Sekolah Tinggi lImu Ekonomi Surakarta, Surakarta Indonesia
Email :Wanismu@ymail.com

Abstract

The purpose of this research is to investigate the influence of corporate governance
mechanisms to mandatory disclosure IFRS on companies listed on the Stock Exchange.
Corporate governance mechanisms used in this study include: managerial ownership,
institusional ownership, the proportion of independent board, the number of members of
the audit committee, board of directors, and board meetings. The sample used in this
research is manufacturing companies listed on the Stock Exchange in the year 2013-
2015. The total sample is 102 companies were determined by purposive sampling
method.

These results indicate that the level of compliance with mandatory disclosure
convergence of IFRS in the manufacturing companies is 54,89%.This study uses multiple
regression analysis to examine the effect of corporate governance mechanisms to
mandatory disclosure IFRS. The results of this study indicate that managerial ownership
and institutional ownership has significant negative effect on mandatory disclosure IFRS,
whereas commissioners significant positive effect on the mandatory disclosure IFRS. The
variable proportion of independent board, the number of members of the audit
committee and board meetings does not affect the mandatory disclosure IFRS.

Keywords: Mandatory disclosure, corporate governance mechanisms

Abstraksi

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh mekanisme corporate
governance terhadap pengungkapan wajib IFRS pada perusahaan yang terdaftar di Bursa
Efek. Mekanisme corporate governance yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:
kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, proporsi dewan independen, jumlah
anggota komite audit, dewan direksi, dan rapat dewan. Sampel yang digunakan dalam
penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek pada tahun
2013-2015. Total sampel sebanyak 102 perusahaan ditentukan dengan metode
purposive sampling.

Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan dengan konvergensi pengungkapan
wajib IFRS di perusahaan manufaktur adalah 54,89%. Penelitian ini menggunakan
analisis regresi berganda untuk menguji pengaruh mekanisme tata kelola perusahaan
terhadap pengungkapan wajib IFRS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif yang
signifikan terhadap pengungkapan wajib IFRS, sedangkan komisaris berpengaruh positif
signifikan terhadap pengungkapan wajib IFRS. Proporsi variabel dewan independen,
jumlah anggota komite audit dan rapat dewan tidak mempengaruhi pengungkapan
wajib IFRS.

Kata kunci: Pengungkapan wajib, mekanisme tata kelola perusahaan
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PENDAHULUAN

Entitas multinasional di Indonesia berkomitmen melaporkan keuangan perusahaan
sesuai dengan PSAK yang konvergen dengan IFRS. Per 1 Januari 2012 Dewan Standar
Akuntansi Keuangan lkatan Akuntan (DSAK IAl) telah berhasil meyelesaikan proses
konvergensi tahap pertama, hal ini akan memberikan peluang yang lebih besar bagi
perusahaan untuk memberikan informasi yang lebih jelas kepada pihak eksternal baik
dalam negeri maupun luar negeri agar lebih mudah untuk mendapat tambahan modal.
Penerapan laporan keuangan yang konvergen dengan IFRS di Indonesia membutuhkan
waktu karena budaya pasti akan berpengaruh dalam implementasi dimana IFRS
dirancang di negara maju sementara Indonesia merupakan negara yang sedang
berkembang.

Corporate governance (tata kelola) dalam menjalankan operasional sebuah entitas
sangat penting untuk keberlangsungan sebuah usaha dalam menghadapi persaingan
yang semakin ketat dari waktu ke waktu. Corporate governance yang baik juga akan
memberikan dampak dalam penyajian laporan keuangan setiap periode terlebih pada
perusahaam yang memperoleh tambahan modal dari pihak eksternal. Laporan keuangan
yang baik akanmemberikan informasi yang lengkap dan transparan bagi pihak-pihak
yang berkepentingan terhadap laporan keuangan tersebut.

Mandatory disclosure atau pengungkapan wajib yang harus dilaporkan oleh sebuah
emiten adalah laporan laba/rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan,
laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.Sesuai dengan lampiran SK
BAPEPAM NO. 2 Tahun 2002 tentang standar laporan keuangan investasi menyebutkan
bahwakaryawan kunci, yaitu orang-orang yang mempunyai wewenang dan tanggung
jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan kegiatan perusahaan
pelapor yang meliputi anggota dewan komisaris, direksi dan manajer dari perusahaan
serta anggota keluarga dekat orang perseorangan tersebut.

Penelitian yang telah dilakukan menguji pengaruh penerapan [FRS dan
perlindungan investor terhadap kualitas laba akuntansi di empat puluh enam negara di
seluruh dunia. Dua sifat laba akuntansi yang dipelajari: besarnya akrual diskresioner, dan
kualitas akrual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa IFRS adopsi tidak menyebabkan
peningkatan kualitas laba, setidaknya berdasarkan sifsat laba dipertimbangkan dalam
penelitian. Namun, penelitian menemukan bahwa kualitas laba meningkat dengan

perlindungan investor yang kuat dan perlindungan investor memediasi efek adopsi IFRS.
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Hasil penelitian menyoroti pentingnya perlindungan investor terhadap kualitas
pelaporan keuangan dan kebutuhan pembuat standar dan pembuat kebijakan untuk
merancang mekanisme yang akanmembatasi manajer dalam praktik manajemen laba
(Hoque et al., 2010).

Menurut Yip and Young (2012), Penerapan wajib Standar Pelaporan Keuangan
Internasional (IFRS) di Uni Eropa secara signifikan meningkatkan komparabilitas
informasi di 17 negara Eropa. Penelitian menggunakan tiga proksi kesamaan fungsi
akuntansi yang menerjemahkan peristiwa ekonomi menjadi data akuntansi, tingkat
transfer informasi, dan kesamaan isi informasi laba dan nilai buku ekuitas untuk
mengukur perbandingan informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adopsi wajib
IFRS meningkatkan nilaibanding informasi lintas negara dengan membuat hal serupa
terlihat lebih mirip tanpa membuat hal yang berbeda terlihat kurang berbeda. Hasil
penelitian juga menyarankan bahwa kedua konvergensi akuntansi dan informasi yang
berkualitas tinggi di bawah IFRS adalah memungkinkan peningkatan komparabilitas.
Selain itu, penelitian menemukan beberapa bukti bahwa peningkatan komparabilitas
lintas negara dipengaruhi oleh lingkungan kelembagaan perusahaan.

Bank memiliki karakteristik yang berbeda sehingga diharapkan untuk melaporkan
tata kelola perusahaan mereka dalam laporan perusahaan. Penelitian bertujuan untuk
mengeksplorasi pengungkapan mekanisme tata kelola perusahaan dalam laporan
tahunan bank umum syariah di Indonesia. mekanisme tata kelola perusahaan yang
dibahas dalam penelitian ini meliputi Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris,
Direksi, Dewan Komite, pengendalian audit internal dan eksternal, dan manajemen
risiko. Mempekerjakan sampel yang terdiri dari tujuh bank umum syariah di Indonesia,
penelitian ini menggunakan Corporate Governance Indeks Pengungkapan (CGDI) untuk
menilai tingkat pengungkapan bank. Pengungkapan bank sampel pada beberapa
dimensi, seperti anggota dewan dan manajemen risiko, memiliki pengaruh yang kuat. Di
sisi lain, pengungkapan pada pengendalian dan dewan komite internal cenderung
lemah. Hasil penelitian ini mungkin memiliki beberapa implikasi penting untuk
peningkatan pengungkapan tata kelola perusahaan bank syariah, penerimaan yang lebih
luas dan reputasi yang meningkat (Darmadi, 2013).

Mekanisme corporate governance dengan tingkat kepatuhan pengungkapan wajib

sebuah emiten memiliki hubungan secara tidak langsung namun memiliki peran yang
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cukup erat dimana stakeholders atau pihak yang berkepentingan akan sangat terbantu

dengan adanya corporate governance yang baik dari sebuah emiten.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

“Teori keagenan (agency theory) menganalisis hubungan antara prinsipal (pemilik)
dan agen (manajer)” (Jensen and Meckling, 1976). Hubungan kerjasama antara kedua
belah pihak tersebut memunculkan suatu masalah yang mungkin terjadi dikarenakan
adanya keinginan untuk memenuhi kebutuhan pribadi dari manajer yang menjalankan
operasional perusahaan. Hal tersebut akan menimbulkan sebuah konflik (masalah
keagenan) yang akan berdampak buruk pada perusahaan. Konflik yang terjadi akan
menimbulkan biaya keagenan yang seharusnya tidak perlu dikeluarkan. Untuk
meminimalisasikan biaya keagenan mekanisme tata kelola berperan sebagai sistem
untuk mencegah terjadinya konflik dalam operasional perusahaan.

Biaya keagenan merupakan bentuk paling mendasar sebagai indikator terjadinya
masalah keagenan, baik kaitannya dengan (1) biaya pemantauan (monitoring cost) oleh
prinsipal, (2) biaya perikatan (bonding cost) oleh agen, maupun (3) kerugian residual
(residual cost) sebagai pengurang kekayaan prinsipal (Jensen dan Meckling, 1976).
Kepemilikan Manajerial Terhadap Pengungkapan Wajib (Mandatory Disclosure) IFRS

Saripudin (2014) menerangkan “Kepemilikan manajerial akan mensejajarkan
kepentingan manajemen dan pemegang saham, sehingga akan memperoleh manfaat
langsung dari keputusan yang diambil serta menanggung kerugian sebagai konsekuensi
dari pengambilan keputusan yang salah. Pernyataan tersebut menyatakan bahwa
semakin besar proporsi kepemilikan manajerial pada perusahaan, maka manajemen
cenderung lebih giat untuk kepentingan pemegang saham yang notabene adalah dirinya
sendiri.” Sedangkan menurut Imanta (2011) definisi kepemilikan managerial adalah:
"Kepemilikan saham perusahaan oleh pihak manajer atau dengan kata lain manajer juga
sekaligus sebagai pemegang saham.”

Penelitian yang dilakukan oleh Utami dkk. (2012) menunjukkan bahwa kepemilikan
manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pengungkapan wajib IFRS.
Murwaningsari (2010) melalui penelitiannya membuktikan bahwa Good Corporate
Governance yang diamati melalui kepemilikan managerial dan institusional, mempunyai
pengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), dimana CSR

merupakan pengungkapan sukarela.
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Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut:
Hi: Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap pengungkapan wajib
(mandatory disclosure) IFRS perusahaan manufaktur
Kepemilikan Institusional Terhadap Pengungkapan Wajib (Mandatory Disclosure) IFRS
Penelitian yang dilakukan Rouf dan Al-Harun (2011) menemukan pengaruh positif
antara kepemilikan institusional dan pengungkapan sukarela sehingga diharapkan
denagn adanya kepemilikan institusional yang besar akan membuat tingkat
pengungkapan wajib juga semakin banyak. Semakin besar kepemilikan institusional
diharapkan dapat meningkatkan pengungkapan wajib IFRS sehingga keputusan-
keputusan yang diambil manajemen dapat dipantau agar keputusan yang diambil
memberikan dampak yang baik terhadap perkembangan perusahaan. Berdasarkan
uraian di atas, maka dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut:
H,: Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pengungkapan wajib
(mandatory disclosure)IFRS perusahaan manufaktur
Proporsi Komisaris Independen Terhadap Pengungkapan Wajib (Mandatory
Disclosure) IFRS
“Proporsi komisaris independen menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan
terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS.” (Prawinandi dkk., 2012).
Penelitian yang dilakukan oleh Huafang dan Jianguo (2007) menemukan bahwa proporsi
komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela.
Keberadaan komisaris independen dalam perusahaan berfungsi sebagai penyeimbang
dalam proses pengambilan keputusan guna memberikan perlindungan terhadap
pemegang saham minoritas dan pihak-pihak lain yang terkait dengan perusahaan
(Mayangsari, 2003). Semakin besar proporsi komisaris independen diharapkan
meningkatkan pengungkapan wajib IFRS. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis
yang dapat dikembangkan adalah sebagai berikut:
Hs: Proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap pengungkapan wajib
(mandatory disclosure) IFRS perusahaan manufaktur
Jumlah Anggota Komite Audit Terhadap Pengungkapan Wajib (Mandatory Disclosure)
IFRS
Komite auditmenurut Kep. 29/PM/2004 merupakan komite yang dibentuk oleh
dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan.

Penelitian lka dan Hayati (2016) membuktikan bahwa: “Jumlah anggota komite audit

Corporate Governance......(Ismunawan dan Eko) 53



JAB Vol.3 No.02, Desember 2017 ISSN: 2502-3497

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pengungkapan wajib sehingga
semakin tinggi jumlah anggota komite audit semakin tinggi pula tingkat kepatuhan
perusahaan mengungkapkan mandatory disclosuredalamlaporan tahunan.” Hasil
penelitian Al-Akra et al., (2010) di Yordania menunjukkan bahwa jumlah komite audit
merupakan faktor yang berpengaruh positif terhadap kepatuhan pengungkapan wajib
IFRS.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang dapat dikembangkan adalah
sebagai berikut:

Ha: Jumlah anggota komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan wajib
(mandatory disclosure) IFRS perusahaan manufaktur

Jumlah Anggota Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan Wajib (Mandatory

Disclosure) IFRS

Dewan Komisaris adalah organ Emiten atau Perusahaan Publik yang bertugas
melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar
serta memberi nasihat kepada Direksi (POJK NO.33/P0JK.04/2014). Sedangkan menurut
UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas, Dewan Komisaris adalah Organ
Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai
dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

Dewi (2015) mengungkapkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh
terhadap corporate social responsibility disclosuredimana CRS merupakan suatu konsep
akuntansi yang dapat membawa perusahaan agar melaksanakan tanggungjawabnya
terhadap lingkungan dan masyarakat. Hasil penelitian Al-Akra et al., (2010) di Aman
menunjukkan bahwa jumlah anggota dewan komisaris berpengaruh positif terhadap
tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis
yang dapat dikembangkan adalah sebagai berikut:

Hs: Jumlah anggota dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan
wajib (mandatory disclosure) IFRS perusahaan manufaktur

Jumlah Rapat Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan Wajib (Mandatory Disclosure)

IFRS

Tingkat pengungkapan wajib sangat di pengaruhi oleh jumlah rapat dewan
komisaris. Jika jumlah rapat dewan komisaris setiap periodenya sedikit maka akan
berdampak pada berkurangnya pengawasan dan pelaporan atas pengungkapan

mandatory disclosure dengan penerapan IFRS (Sutiyok, 2016). Penelitian Ettredge et al.,

Corporate Governance......(Ismunawan dan Eko) 54



JAB Vol.3 No.02, Desember 2017 ISSN: 2502-3497

(2010) menemukan bahwa dewan komisaris yang lebih sering mengadakan pertemuan
akan menigkatkan kepatuhan pengungkapan.

Penelitian Prastiti (2013)menerangkan bahwa dewan yang lebih sering mengadakan
pertemuan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan, karena pertemuan
yang rutin memungkinkan dewan untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah
potensial, terutama yang terkait dengan kualitas pelaporan keuangan. Berdasarkan
uraian di atas, maka hipotesis yang dapat dikembangkan adalah sebagai berikut:

He: Jumlah rapat dewan komisaris berperngaruh terhadap pengungkapan wajib

(mandatory disclosure) IFRS perusahaan manufaktur

Kerangka Pemikiran
Adapun dalam pemikiran ini dapat digambarkan variabel-variabel yang saling
berkaitan dan dikaji melalui skema berikut:

Gambar 1
Kerangka Pemikiran

Kepemilikan Manajerial (X1)

Kepemilikan Institusional (Xz)

Mandatory
Disclosure IFRS (Y)

Proporsi Komisaris Independen (X3)

A\ 4

Jumlah Anggota Komite Audit (X4)

Jumlah Anggota Dewan Komisaris (Xs)

Jumlah Rapat Dewan Komisaris (Xs)

METODE PENELITIAN
Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat kepatuhan mandatory
disclosurekonvergensi IFRS, mandatory disclosure dapat diartikan pengungkapan yang
bersifat wajib (mandatory) yaitu pengungkapan informasi yang wajib dilakukan oleh

perusahaan yang didasarkan pada peraturan atau standar tertentu, mandatory
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disclosure bertujuan memenuhi kebutuhan informasi pengguna laporan keuangan,
memastikan pengendalian kualitas kinerja melalui ketaatan hukum dan standar
akuntansi yang berlaku (Prawinandi dkk., 2012). Identifikasi item pengungkapan
menggunakan checklist BAPEPAM LK 2013.Pengungkapan wajib diukur dengan
menggunakan teknik scoring, yakni jika item tersebut dapat diterapkan (applicable)
dalam perusahaan dan diungkapkan diberi skor 1 dan jika tidak diungkapkan diberi skor
0, serta N/A jika item tersebut tidak dapat diterapkan dalam perusahaan (Apostolou dan
Nanopoulos, 2009). Persamaan yang digunakan untuk menghitung tingkat kepatuhan
pengungkapan wajib konvergensi IFRS adalah:

MANDSCORE = 5 Klasifikasi yang Diungkapkanx 100%

>ltem yang harus Diungkapkan

Variabel Independen dalam penelitian ini adalah kepemilikan manajerial,
kepemilikan institusional, proporsi komisaris independen, jumlah anggota komite audit,
jumlah anggota dewan komisaris dan jumlah rapat dewan komisaris.
1. Kepemilikan Manajerial

Indikator yang digunakan untuk mengukur kepemilikan manajerial adalah

persentase jumlah saham yang dimiliki pihak manajemen dari seluruh modal saham

perusahaan yang beredar (Huafang, 2007).

KEPMAN =Y Saham Dimiliki Pihak Manajemenx 100%

> Saham yang Beredar
2.  Kepemilikan Institusional
Sesuai dengan Barako (2007) serta Rouf (2011), kepemilikan institusional dalam
penelitian ini diukur dengan menggunakan indikator persentase jumlah saham yang
dimiliki institusi dari seluruh modal saham yang beredar.

KEPINS =3 Saham Kepemilikan Institusional x 100%

> Saham yang Beredar
3. Proporsi Komisaris Independen
Indikator untuk mengukur proporsi komisaris independen dalam penelitian ini
adalah persentase jumlah dewan komisaris independen terhadap jumlah total
komisaris yang ada dalam susunan dewan komisaris perusahaan sampel (Sefiana,
2009).
KOMIND = Y Dewan Komisaris Independen x 100%

> Dewan Komisaris
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4. Jumlah Anggota Komite Audit
Komite auditmenurut Kep. 29/PM/2004 merupakan komite yang dibentuk oleh
dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan.
Komite audit dalam penelitian ini diukur dengan menghitung jumlah anggota
komite audit dalam perusahaan (Prawinandi dkk., 2012).
KOMAUDIT =5 Anggota Komite Audit
5. Jumlah Anggota Dewan Komisaris
Dewan komisaris adalah organ Emiten atau Perusahaan Publik yang bertugas
melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran
dasar serta memberi nasihat kepada Direksi (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
No.33/P0JK.04/2014). Ukuran Dewan Komisaris adalah jumlah total anggota dewan
komisaris perusahaan (Sefiana, 2009).
KOM =5 Anggota Dewan Komisaris
6. Jumlah Rapat Dewan Komisaris
Jumlah rapat dewan komisaris adalah jumlah rapat formal yang kuorum Dewan
Komisaris dalam setahun (Hadiprajitno, 2013).
RDK = Y Rapat Dewan Komisaris dalam setahun
Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan manufaktur
yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia.Pengambilan sampel dilakukan dengan
memilih metode purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut:
1. Perusahaan yang terdaftar di BEI untuk masing-masing tahun periode 2013-2015.
2. Perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan keuangan yang telah diaudit
dalam periode 2013-2015.
3. Memiliki data yang lengkap terkait dengan variabel-variabel yang digunakan dalam
penelitian.
Teknik Analisis Data
Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini dengan mengunakan Studi
Deskriptif, Uji Asumsi Klasik (Uji ~MultikolinearitasUji  multikolinearitas  Uji
Heteroskedastisitas, Uji Autokorelasi). Pengujian dilakukan dengan menggunakan
software SPSS, sehingga model penelitian yang dibentuk adalah:
MANDSCORE = bo+ biKEPMAN+ b,KEPINS+ bsKOMIND+ bsKOMAUDIT
+ bsKOM+ beRDK+ e
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ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Statistik Deskriptif

Jumlah observasi (N) dalam penelitian ini adalah 102 sampel selama periode
pengmatan 2013, 2014 dan 2015.Hasil analisis deskriptif dengan menggunakan SPSS

17.0 dari variabel-variabel penelitian ini disajikan pada tabel 1.

Tabel 1
Statistik Deksriptif
Variabel N Min. Max. Mean Sfd',
Deviation
MANDSCORE (%) 102 | 43,06 67,36 54,89 5,95
KEPMAN (%) 102 0,00 70,00 3,99 12,51
KEPINS (%) 102 0,00 98,95 67,84 20,10
KOMIND (%) 102 | 20,00 66,67 40,13 10,40
KOMAUDIT 102 0,00 4,00 3,00 0,34
KOM 102 | 2,00 13,00 4,31 2,20
RDK 102 0,00 24,00 5,03 3,58
Valid N (listwise) 102
Sumber: Data yang telah diolah
Pengujian Hipotesis
Pengujian regresi berganda yang hasilnya ditunjukkan dalam tabel 2.
Tabel 2
Ringkasan Hasil Analisis Regresi Berganda
Model Koefisien Regresi hitung Sig.

(Constant) 65,629 12,649 0,000
KEPMAN -0,181 -3,824 0,000
KEPINS -0,132 -4,381 0,000
KOMIND -0,69 -1,452 0,150
KOMAUDIT -1,483 -1,054 0,295
KOM 1,483 6,465 0,000
RDK -0,45 -0,327 0,745
R Square 0,455
Adjusted R Square 0,421
F 13240
Sig. 0,000

Sumber: Data yang telah diolah
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat besar nilai Adjusted R Square sebesar 0,421

yang berarti variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel
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independen sebesar 42,1%. Hal ini berarti tingkat kepatuhan pengungkapan mandatory
disclosure dipengaruhivariabelkepemilikan saham manajerial, kepemilikan saham
institusional, jumlah komisaris independen, jumlah anggota komite audit, jumlah dewan
komisaris dan jumlah rapat dewan komisaris. Sedangkan sisanya 57,9% dipengaruhi oleh
variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
Hi:: Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap pengungkapan wajib (mandatory
disclosure)IFRS

Kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan negatif terhadap mandatory
disclosure IFRS (p-value 0,000 < 0,05 dan koefisien negatif 0,181). Hal ini berarti bahwa
semakin besar kepemilikan saham vyang dimiliki oleh pihak manajemen, maka
mandatory disclosurelFRS yang diungkapkan akan semakin kecil. Hasil penelitian ini
mendukung penelitian Setiawan (2014) yang menunjukkan bahwa kepemilikan
manajerial berpengaruh negatif terhadap luas pengungkapan laporan tahunan, dimana
pemegang saham pengendali dapat mengambil alih hak pemegang saham minoritas
dengan menyimpan informasi yang dianggap penting untuk kepentingan pribadi.
H.: Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pengungkapan wajib (mandatory
disclosure) IFRS

Kepemilikan institusi berpengaruh signifikan negatif terhadap mandatory disclosure
IFRS (p-value 0,000 > 0,05 dan koefisien negatif 0,132). Hasil penelitian ini memiliki arti
bahwa semakin besar jumlah kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi justru akan
memperkecil mandatory disclosure IFRS dan sebaliknya semakin kecil kepemilikan
saham yang dimiliki oleh institusi, maka mandatory disclosure IFRS akan semakin
meningkat. Penelitian Setiawan (2014) juga menunjukkan hal yang sama dimana
kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap luas pengungkapan tahunan.
Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Primastuti (2012)
yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap
pengungkapan informasi strategis.
Hs: Porporsi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap pengungkapan wajib
(mandatory disclosure) IFRS

Proporsi dewan komisaris independen tidak bepengaruh signifikan terhadap
mandatory disclosure |FRS (p-value 0,150 < 0,05 dan koefisien negatif 0,69). Penelitian
yang dilakukan oleh Hardiningsih (2010) juga menunjukkan bahwa komisarsi

independen tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Hal ini bertolak
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belakang dengan penelitian Prawinandi (2012) yang menunjukkan bahwa proporsi
dewan komisaris independen berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan mandatory
disclosure konvergensi IFRS.

Peran dewan komisaris independen sebagai pengawas manajemen belum optimal
dikarenakan keberadaan komisaris independen dibentuk hanya untuk memenuhi
ketentuan atau regulasi saja tetapi tidak untuk menegakkan good corporate governance
(Limantauw, 2012).

Hs: Jumlah anggota komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan wajib
(mandatory disclosure) IFRS

Jumlah anggota komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap mandatory
disclosure IFRS (p-value 0,295 > 0,05 dan koefisien negatif 1,483).Hasil penelitian ini
sejalan dengan penelitian Wulandari (2014) menunjukkan bahwa komite audit tidak
berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Hasil penelitian ini bertolak
belakang dengan penelitian |ka (2016), menunjukkan bahwa jumlah anggota komite
audit berpengaruh terhadap kepatuhan luas pengungkapan wajib.

Jumlah komite audit yang diwajibkan oleh BAPEPAM-LK paling sedikit adalah 3
anggota dalam penelitian ini jumlah anggota komite tidak berpengaruh signifikan
dimana bisa diasumsikan bahwa komite audit dibentuk belum sepenuhnya memiliki
kontribusi untuk memberikan pengaruhnya dalam mengevaluasi laporan keuangan yang
diterbitkan. Hal ini dikarenakan anggota komite audit dibentuk untuk memenuhi
peraturan dari pemerintah tentang minimal jumlah anggota komite audit yang harus
dimiliki. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Sutiyok (2016) menunjukkan bahwa
jumlah anggota komite audit tidak berpengaruh tingkat kepatuhan mandatory disclosure
konvergensilFRS pada perusahaan perbankan.

Hs: Jumlah dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan wajib (mandatory
disclosure)IFRS

Jumlah dewan komisaris berpengaruh signifikan positif terhadap mandatory
disclosure IFRS (p-value 0,000 < 0,05dan keofisien positif 1,483). Hasil dari penelitian
menunjukkan bahwa semakin banyakjumlah dewan komisaris maka mandatory
disclosure IFRS dari laporan keuangan yang diterbitkan akan semakin besar atau
lengkap. Muntoro (2006) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa “Two heads isbetter

than one”, yang memiliki arti semakin besar resiko dan ancaman yang akan dihadapi
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oleh perusahaan dapat diatasi jika semakin banyak yang memikirkan dan memantau
kondisi perusahaan.

Hasil Penelitian ini konsisten dengan penelitian Sutiyok (2016) bahwa jumlah
anggota dewan komisaris berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan mandatory
disclosure konvergensilFRS pada perusahaan perbankan. Sistem informasi yang handal
menghasilkan informasi yang handal pula. Laporan keuangan merupakan salah satu
informasi yang menjadi kebutuhan utama dewan komisaris. Oleh karena itu, mengawasi
proses penyusunan laporan keuangan adalah salah satu tugas yang penting bagi dewan
komisaris (Muntoro, 2006).

He: Jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan wajib
(mandatory disclosure)IFRS

Jumlah rapat dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap mandatory
disclosure IFRS (p-value 0,745 dan koefisien negatif 0,45). Penelitian ini sejalan dengan
Utami dkk.(2012) bahwa jumlah rapat dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap
tingkat kepatuhan wajib IFRS yang berarti berapapun jumlah rapat yang dilakukan oleh
dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib
IFRS.Hal ini bisa terjadi dikarenakan adanya seorang atau lebih komisaris yang
mendominasi jalannya rapat baik itu oleh komisaris utama maupun oleh anggota dewan
komisaris yang lain (Muntoro, 2006).

Bertolak belakang dengan penelitian yang lain dimana rapat dewan komisaris
berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan mandatory disclosure konvergensi IFRS pada
perusahaan perbankan (Sutiyok, 2016). Rapat dewan komisaris lebih menyerupai
pemenuhan langkah-langkah fomalitas, yang tujuan utamanya bukan mencari solusi
terbaik bagi perusahaan, melainkan untuk memberi justifikasi bagi keputusan yang

diambil, yang sebenarnya sudah diarahkan ke suatu arah tertentu (Muntoro, 2006).

SIMPULAN

Corporate governance merupakan prinsip yang sangat bermanfaat bagi sebuah
perusahaan agar perusahaan dapat berkembang dan going concern. Dalam konsep GCG,
perusahaan diharuskan untuk memenuhi prinsip yang akan membangun tata kelola
perusahaan yang baik yaitu: transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi
serta kewajaran dan kesetaraan. Dengan adanya prinsip-prinsip tersebut salah satu

kewajiban perusahaan adalah melakukan pengungkapan (disclosure) secara akurat,
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tepat waktu, dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan,
kepemilikan, dan stakeholder. Dengan terwujudnya GCG ini diharapkan akan membawa
bisnis perusahaan ke arah yang lebih baik sehingga akan memberikan motivasi agar
perusahaan mengungkapan mandatory disclosure IFRS dengan lebih lengkap.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme corporate governance yang
diproksikan dengan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, proporsi dewan
komisaris independen, jumlah anggota komite audit, dewan komisaris, dan rapat dewan
komisaris secara bersama-sama mempengaruhi mandatory disclosure IFRS hanya
sebesar 42,1%. Dengan demikian mekanisme corporate governancetersebut di atas
masih belum dapatmeningkatkan dan mendorong perusahaan untuk mengungkapkan
mandatory disclosure IFRS laporan keuangan dengan baik.

Berdasarkan hasil pengujian statistik secara parsial dapat disimpulkan bahwa
variabel kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional berpengaruh negatif
sedangkan dewan komisaris berpengaruh positif terhadapmandatory disclosure IFRS.
Variabel yang lain yaitu proporsi dewan komisaris independen, jumlah anggota komite
audit, dan rapat dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap mandatory disclosure
IFRS. Diketahui juga bahwa variabel yang paling berpengaruh terhadapmandatory
disclosure IFRS adalah keberadaan jumlah dewan komisaris yang dimiliki oleh masing-

masing perusahaan.
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